
WALIKOTA BATU
PROVINSI JAUIA TIMUR

PERATURAN UIALIKOTA BATU
NOMOR 67 TAIII'N 2018

TENTANG

KTBIJAI(AIIT DAIY STRATEGiI DAERAII PENGELOLAAN SAMPAH
RT'MAH TAITGGA DAIT SAMPAII SB'EITIS SAMPAH RUMAII TAITGGA

DENGAN RA}IMAT TUTIAIT YA1TG MAIIA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16
Peraturan Presiden Nomor gT Tahun 2OlT tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, perlu menetapkan peraturan Walikota Batu
tentang Kebijakan dan Strategis Daerah pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOL tentang
Pembentukan Kota Batu (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9I ,

Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor al18);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (f,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor tL2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a\

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubatr beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e!;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2Al2
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 53a71;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60a1);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol7 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2072 tentang Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P. 1OlMENLHK/SETJEN/PLB .O / 4 /24rc tentang
Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi
Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
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Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun
2OLO tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan;

16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2Ot4
tentang Pengelolaan Sampah;

18. Peraturan Walikota Batu Nomor 80 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

PERATURAIT WALIIIOTA TEITTAITG KTBIJAKAN
DAN STRATEGI DAERATI PENGELOLAAIT SAMPATI
RUMAII TANGGA DAIT SF^IENIS SAMPAII RI'MATI
TAITGGA.

BAB I
KEIENTUAIY I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturart Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Batu.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kota Batu.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang

berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah
tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik.

8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah
Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan
komersial, kawasan industri, kawasan khusus,
fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas
lainnya.

9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, h* asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kelurahan adalah wilayah keq'a lurah sebagai
perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah
kerja Kecamatan.

13. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi
dalam pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan
berkelanjutan.

14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut
Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi
dalam pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sarnpah
Rumah Tangga tingkat daerah Provinsi dan daerah
Kabupaten/ Kota yang terpadu dan berkelanjutan.

15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang
sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan
yang meliputi perencanaan, pengurangan dan
penanganan sampah.

16. Frodusen adalah pelaku usaha yang memproduksi
barang yang menggunakan kemasan,
mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor, atau menjual
barang dengan menggunakan wadah yang tidak
dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

17. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan
timbulan sampah, pendaur ulang sampah,
dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

18. Pemilahan sampah adalah kegiatan
mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai
dengan jenis sampah.

19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil
dan memindahkan sampah dari sumber sampah
ke tempat penampungan sementara atau tempat
pengolahan sampah dengan prinsip reduce, rettse,
recgcle/3R.

20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa
sampah dari sumber atau tempat penampungan
sementara menuju tempat pengolahan sampah
dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan
sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir
sampah dengan menggunakan kendaraan
bermotor yang didesain untuk mengangkut
sampah.
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21. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah
karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah
sampah.

22. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan
mengembalikan sampah dan/atau residu hasil
pengolahan sebelumnya ke media lingkungan
secara aman.

23. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah
penampungan sampah yang berupa
bak / bin / tong/ kantong/ keranjang sampah.

2 4 . T empat Penampungan Sementara yang selanj utnya
disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

25. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R
(reduce, reuse, reqcte) yang selanjutnya disebut
TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan
pendauran ulang skala kawasan.

26. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang
selanjutnya disingkat TPST adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir.

27 . Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya
disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan.

28. Insentif adalah upaya memberikan dorongan atau
daya tarik secara moneter dan/atau non moneter
kepada setiap orang/instansi pemerintahlbadan
usaha/lembaga masyarakat agar melakukan
kegiatan sebagai upaya dalam pengurcurgan dan
penanganan sampah sehingga mempunyai dampak
positif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

29. Disinsentif adalah upaya pengenaan beban dan
sanksi secara moneter dan/atau non moneter
kepada setiap orang/instansi pemerintahlbadan
usaha/lembaga masyarakat agar melakukan
kegiatan sebagai upaya dalam pengurangan dan
penanganan sampah sehingga mempunyai dampak
positif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

BAB II
MAI(SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk
memberikan pedoman dalam melakukan pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
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Rumah Tangga melalui strategi perencanaan,
pengelolaan, dan pengurangan sampah sehingga dapat
dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

melakukan pengurangan dan penanganan
sampah;

b. meningkatkan kineda dalam pengurangan dan
penanganan sampah di Kota Batu; dan

c. menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup dan
kesehatan masyarakat.

BAB III
ARAH KEBIJAI{AS DAN STRATF{}I DATRAII

PEIIGELOLAAI{ SAMPAII RUMAH TAITGGA DAN
SAMPNI SE'ENIS SAMPAH RUMAII TAITGGA

Bagian Keeatu
Umum

Pasal 4

(1) Jakstrada memuat:
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi, progrclm, target pengurangan, dan
penangan€rn Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

{21 Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018
sampai dengan Tahun 2CI25.

Bagian Kedua
Arah KebiJahan Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah SeJenls

Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat tl) huruf a meliputi
peningkatan kineda di bidang:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
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b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(21 Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalui:
a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
dan/atau

c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
melalui:
a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.

Baglan Ketlga
Strategl, Target, dan Program Pengurangan dan

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
SeJenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 6

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b meliputi:
a. pelaksanaan norrna, standar, prosedur, dan

kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa;

c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan
DPRD dalam penyediaan anggaran
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
kelembagaan, dan sumber daya manusia
dalam upaya pengurangan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;
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e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui

komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif

dan disinsentif dalam pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga; dan

h. penguatan komitmen dunia usaha melalui
penerapan kewajiban produsen dalam
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(21 Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf b meliputi:
a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan

kriteria dalam pen€rnganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga;

b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Desa;

c. penguatan komitmen Pemerintah Daerah dan
DPRD dalam penyediaan anggaran penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;

d. peningkatan kapasitas kepemimpinan,
kelembagaan, dan sumber daya manusia
dalam penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui

komunikasi, informasi, dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema

investasi, operasional, dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui

kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan
tepat guna; dan

k. penerapan dan pengembangan sistem insentif
dan disinsentif dalam penangan€rn Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
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Pasal 7

(1) Target pengurang€rn dan penang€rnan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebesar 3Oo/o (tiga puluh perseratus) dari angka
timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum
adanya kebijakan dan strategi nasional
pengurangan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di
Tahun 2025; dan

b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebesar 7Oo/o (tujuh puluh perseratus) dari
angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebelum adanya kebijakan dan strategi
nasional penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di
Tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 7 dilaksanakan melalui program
sebagaimana tercantum dalam La.mpiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB IV
PEITYILENGGARAAN JAIISTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu Tahun
2OO5-2O25 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun
2018-2022.
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(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus berpedoman pada Jakstranas
dan Jakstrada Provinsi.

Baglan Kedua
Jakstrada

Pasal 1()

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota
sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas
untuk:
a. melaksanakan Jakstrada;
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Jakstrada; dan
c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada

kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

{21 Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan
tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(U Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai capaian
pengurangan dan penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

l2l Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Capaian pengurarrgan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
mengunakan indikator:
a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga per kapita;

b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga termanfaatkan kembali di Sumber
Sampah.
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(4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur
menggunakan indikator:
a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan
akhir;

c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan
baku dan/atau sumber energi;

d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terolah menjadi bahan baku;

e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber
energi; dan

f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga yang terproses di tempat pemrosesan
akhir.

(5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (41 disusun dalam bentuk
La.poran Jakstrada.

(6) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disusun dengan menggunakan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(71 Walikota melakukan evaluasi terhadap Laporan
Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

melalui:
a. pembandingan antara capaian dengan target

perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan

pelaksanaan.
(8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan

Jakstrada.
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BAB V
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAII MAITDIRI

Pasal 12

(1) Dalam rangka melakukan upaya percepatan
pengurang€rn dan penanganan sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk
lembaga pengelola sampah pada tingkat Rukun
Warga (RW).

(21 Pembentukan lembaga pengelola sampah pada
tingkat Rukun Warga (RW) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

(3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut RW
Mandiri Sampah.

(4) RW Mandiri Sampah melakukan pengurangan dan
penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga di wilayahnya
secara mandiri.

Pasal 13

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pengurangarl dan penanganan
sampah yang dilakukan oleh RW Mandiri Sampah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Pemerintah Daerah menyediakan TPS 3R
dan/atau TPST pada setiap Desa/Kelurahan.

{21 Penyediaan TPS 3R dan/atau TPST sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap
tahun secara bertahap sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Penyediaan TPS 3R dan/atau TPST sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan teknis sistem pengolahan sampah
yang aman dan ramah lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

RW Mandiri Sampah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t2 ayat (3) mempunyai tugas:
a. mempersiapkan kelembagaan dan sumberdaya

manusia yang melakukan pengurangan dan/atau
penanganan sampah;

b. melakukan upaya peningkatan komitmen kepada
masyarakat agar mampu melakukan upaya
pengurangan dan/atau penanganan sampah;

Halaman 12 dan 15 htm,.



c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terhadap upaya pengurangan dan/atau
penanganan sampah;

d. memfasilitasi dan mengusulkan tersedianya
sarana dan prasarana pengurangan dan/atau
penanganan sampah;

e. menyiapkan sarana dan prasarana pengurangan
dan/atau penanganan sampah agar dapat
berfungsi dengan baik;

f. melakukan koordinasi pengangkutan sampah dari
sumber sampah ke TPS, TPS 3R, TPST dan/atau
ke TPA;

g. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan
bank sampah terdekat dalam melakukan
pengurangan dan/atau penanganan sampah;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam
menjamin terwuj udnya pelaksanaan pengurangan
dan/atau penanganan sampah;

i. melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan
kegiatan pengurangan dan/atau penanganan
sampah kepada Dinas paling sedikit 2 (dua) kali
setahun; dan

j. pendanaan dalam rangka menunjang operasional
kegiatan pada RW Mandiri Sampah dapat
dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa dan Dana
Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
INSENTIF DAJT DISINSENTIF

Pasal 15

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
RW Mandiri Sampah yang melakukan:
a. inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga;

b. pelaporan atas pelanggaran dalam pengelolaan
sampah;

c. tertib pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf i;

d. upaya pengurangan sampah secara efektif dan
efisien; dan

e. upaya penanganan sampah secara efektif dan
efisien.

Halaman t3 dari 15 hlm...



Pasal 16

(1) Insentif bagi RW Mandiri Sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dapat berupa:
a. pemberian penghargaan; dan/atau
b. pemberian bantuan/subsidi.

(21 Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada
RW Mandiri Sampah yang tidak melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Peral 18

Disinsentif kepada RW Mandiri Sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 berupa penghentian
bantuan/subsidi.

Pasal 19

(1) Walikota melakukan penilaian kepada RW Mandiri
Sampah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
dengan kriteria sebagai berikut:
a. melakukan inovasi dan kreativitas dalam

pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. melakukan pelaporan atas pelanggaran dalam
pengelolaan sampah;

c. melakukan tertib pelaporan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 14 huruf i;

d. melakukan upaya pengurangan sampah secara
efektif dan efisien; dan

e. melakukan upaya penanganan sampah secara
efektif dan efisien.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 2O

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.

Halaman 14 dari 15 hlm...



BAB VII
PEISDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, dan
sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEIEI{TUAIT PENUTUP

Paaal22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 15 Oktober 2018

f or*r*orA BATU,

DEWANTI RIIMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 15 Oktober 2018

DAERAH KOTA BATU,

ZADIM EI'FISITNSI

BERITA DAERAH KorA BATU TAHUN 2otg NoMoR 67 I e

Blii

Halaman 15 dari 15 hlm..



l.a.mpiran I Peraturan Walikota Batu
Nomor : 67 Tahun 2078
Tanssal ; ti Oktoben 20lg

TARGTT PEITGURATVGAIT DAII PTITAIVGAITAIT SAUPAII RUMAII TAITCGA
I'AIS SAUPAII S&'TI[IS SAMPATI RU}IAII TAITGGA TIITGI(AT rOTA BATU

I' Target Penguraagan sampah Rumah Ta-gga dan Sampah seJeuis sampah f,rrmafu Targga Ting]at Kota Betu

TAIIUIYINDIKATOR
2018 nt9 2oi2o, 2o/21 20/22 20/23 20/24 20/25slPoten Timbulan RumahSampah danTarrgga Sampah Sejenis

Rumah Jdalam akstranas 31.392 3 1.941 32 7 33 33 34.236 34.836 35 66Target Pengurangan RumahSampah dan SamTangga pah Sejenis
Rumah dalam Jakstranas l8o/o 2OYo 23/o 24o/o 260/" 27o/o 28Vo 3Oo/oTarget Pengurangan RumahSampah danTanga enisSampah sej
Rumah Kota Batu 5.650 6 2 7.t l3 7.936 8.7 9.243 96 9.754 09 10.633 70

II' Target Penaaganan Sampah Ru-ah Tangga dan sampah seJenis sampah Rumah rangga !.rngkat Kota Batu

TAIIUNINDIKATOR
2(,ta x)19 2420, 2o/21 20/22 20/23 20/24 20.25Potensi Timbulan RumahSampah danTangga SejenisSampah

Sam Rumatr Jdalam akstranas 31.392 31.941 32. 7 33 33.648 05 34.236 34 35.445Target Penanganan RumahSampah danTangga enlssejSampah
Rumah Jdalam akstranas 73Vo SOYI 75o/o 74Y" 73o/o 72o/" TlYo 7Oo/o

Target Penanganan RumahSampah danTangga SejenisSampah
Rumah Kota Batu 22.97 25.553 8 24.375 43 24.47r 1 24 24.650 24.733 58 24.81t 96

/ wer,rxorA BATU, 1

npwarfffiiliFoxo



Lampiran II Peraturan Walikota Batu
Nomor : 67 Tahun 2018
Tanggal : t5 oktobec 2018

PROGRAM KIBIJN(AIT DAIIT STRATEGI DATRAII PEIIGELOLAAIT SAMPAI{ RUMAII TANGGA
DAII SAMPAII SF^rtrIS SAUPAII RUMAIITAIfecATAHITIS 2018 -20l2s-

8ffimr
qre$a

20ts IO19 8(t20 to3r 2;02,2 ?p/aS mz,4 2025
1 Peningkatan

kinerja dan
pengurangan
Saarpah
Rumah
Tangga dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumal.
Tangga

a.
Melaksanakan
norma, standar,
prosedur, dan
kriteria (NSPK)

dalnrn
pengurang€m
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

1) Pen5rusunan dan kaji ulang
standar prosedur
operasional pengurangan
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,
meliputi:

a) Pembatasan timbulan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Dokumen/tahun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Ba<lan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah



b) Pendauran utrang Sampah
RumahTangadan Sampah
S€jcnis Sampah Rumatr
Tangga

Dokumen/tatrun 1 Dinas
Lingkungarr
Hidup

Dinas Koperasi,
Usatra Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
I(awasan
Permukiman
dan Pertanratran,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaanr
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

c) Peoanfaatan Sanpah
Runah Tangga dan Sampah
Sejetis Sampatr Rumah
Tangga

Dokumen/tatrun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
UsahaMikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Parfteisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
I(anrasan
Permukiman



XEGtrATAilI

. I ,. :.t," .

dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daeral.

4) Penetapan sistem
pemantauan dan evaluasi
kegiatan pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga, meliputi :

a) Pembatasan timbulan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Dokumen/tahun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,



IIEGIATAT

Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Pendauran ulang Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sa*p* Rumah
Tangga

Dokumen/tahun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaalr
Pembangunaa,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

c) Pemanfaatan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis $arnFah Rumah
Tangga

Dokumen/tahun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas



SEKTON
I'TAUA
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Perumahan,
Kawasan
Permukim.an
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

1) Pen5rusunan keputusan
bersama, peraturan bersa:rra,
atau kerja sama dalam :

b. Penguatan
koordinasi dan
ke4ja sama
antara
Pemerintah
Daerah dengan
Pemerintah
Kelurahan /
Desa

a) Pembatasan timbulan,
pendauran ulang, dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis SamFah Rumah
Tangga

Dokumen/tahun 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,



ro. ETNAEEOI SATUAT
TASttr sEffiron
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2019 2rnx, ,l(J,}t gJ,,22 xt2g N,,A 2025
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Anggaran pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang meliputi
pembatasan timbulan,
pendauran ulang, dan
pemanfaatan kembali sampah

1 Pemerintah
Kota Batu

DPRD
Kota Batu

c. Penguatan
komitmen
Pemerintah Kota
Batu dan DPRD
Kota Batu
dalam
penyediaan
anSgaran
penguranSzm
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

Penguatan komunikasi
Pemerintah Kota Batu dan
DPRD Kota Batu dalam
pengelolaan sampah di pusat
dan daerah dan pelaksanaan
forum komunikasi di tingkat
pusat dan daeratr

Dokumen/tahun 1 Pemerintah
Kota Batu

DPRD
Kota Batu

d. Peningkatan
kapasitas
kepemimpinan,
kelembagaan,
dan sumber
daya manusia
dalam upaya

Pengurangan
Sampall Rumah

1) Pelaksanaar traning of
tr ainer pengtrangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga melalui kegiatan
pendauran ulang, dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sarnpah Rumah



STRATEGI IGGIATAIT SATUAT
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Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

Tangga di :

a) Pemerintah Desa /
Kelurahan

Desa / Kelurahan L2 t2 t2 t2 t2 L2 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
DesalKelurahan
Bagran
Administrasi
Pemerintahan

b) RW RW
3) Pembentukan bank
sampah induk di
kabupaten/kota

Unit 1 1 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Kecamatan

e.

Pembentukan
sistem informasi

Pengembangan jejaring daerah
data operasional bank sampah
dan TPS 3R yang
diintegrasikan dengan Sistem
Informasi Lingkungan Hidup
(srLH)

1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

f. Penguatan
keterlibatan
masyarakat
melalui
komunikasi,
informasi, dan
edukasi (KIE)

1) Peningkatan pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis gampah
Rumah Tangga melalui KIE
secara formal dan informal

Kelurahan / Desa 8 8 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

2) Pengembangan kegiatan
pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali gampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga skala rumah. tangga
dan skala permukiman
berbasis masyarakat

Kelurahan / Desa I 8 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

3) Edukasi arfiara lain melalui
pendidikan ekstrakurikuler,
perpustakaan berjalan,
pelatihan untuk PKK,

Kelurahan I Desa

/ Sekolah
10 10 10 10 10 10 Dinas

Lingkungan
Hidup

DInas
Pendidikan,
Dinas
Perpustakaan



ro. STNATEGI I{EGTATAIT SATUAf,
TAIIIIf, 8ET(TON

TTTAIA
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PETDI'I{UTC

2019 20a1 ?;of,lz 20/29 *o%
kurikulum mata pelqj aran,
dan taman edukasi

dan Kearsipan,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

g. Penerapan
dan
pengembangan
sistem insentif
dan disinsentif
dalam
pengurangan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

1) Integrasi bank sampah
menjadi UKM lingkungan
hidup untuk mendapatkan
kerjasama pembiayaan

Unit 1 I 1 1 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan

2) Penerapan sistem insentif
untuk produsen yang
melaksanakan kewajiban
dalam pengurangan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Produsen 10 10 10 10 10 Dinas
Lingkungan
Hidup

Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata

3) Penerapan sistem
disinsentif untuk produsen
yang tidak melaksanakan
kewajiban dalam pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga

Produsen 10 10 10 10 10 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata

4) Penerapan sistem insentif
untuk upaya pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat melalui kegiatan
pendauran ulang dan
pemanfaatan kembali Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

RW 5 5 5 5 5 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Desa /
Kelurahan



5) Penerapan sistem
disinsentif baCr RW yang tidak
melakukan pengurangan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga berbasis
masyarakat

RW 5 5 5 5 5 Dinas
Lingftungan
Hidup

Pemerintah
Desa /
Kelurahan

h. Penguatan
komitmen
pelaku usaha
melalui
penerapan
kewajiban
produsen dalam
pengurangan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

Pengembangan dan Penerapan
Kebijakan kewajiban
produsen dalam
pengurangan sampa.L,
meliputi:
4) Pengembangan pilot project
kewajiban produsen dalam
pengurangan sampah

Produsen 1 1 1 1 1 Dinas
Ling|<ungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata

2 Peningkatan
kine{a
penEulganan
Sampah
Rumah
Tangga dan
Sampah
Sejenis
Sampah
Rumah
Tangga

a.
Melaksanakan
NSPK dalam

Penanganan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sarnpah Rumah
Tangga

1) Pen5rusunan peraturan
perundang- undangan
mengenai pendanaan dan
kompensasi pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga (tippinS fee)

Dokumen 1 Dinas
Linglungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Keuangan
Daerah



2) Pen5rusunan dan kqii ulang
standar biaya penanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
RumahTangga, meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengoliahan,
dan pemrosesan akhir

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata
Dinas
Pendidikan,
Badan
Keuangan
Daerah

3) Pen5rusunan kag'ian dan
standar retribusi jasa
pelayanan pen€rng€man
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis $ampah
Rumah Tangga yang meliputi
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
PerdaganSan,
Dinas
Pariqrisat4
Dinas
Peadidikao.,
Badan
Keuangan
Daerah

4) Pen5rusunan prosedur
penanganan dan pengujian
Sampah Rumah Tangga dan
gampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga terkontaminasi
limbah 83 dalam ranglra
penegakan hukum

Dokumen I Dinas
Lingkungan
Hidup

Satuan Polisi
Pamong Praja,

5) Pen5rusunan dan kaji ulang
standar sarana dan prasarana
penang€u1an Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumatr Tangga,
meliputi:



a) Pemilahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Pengumpulan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kanrasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan



Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

c) Pengangkutan Sampatr
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

d) Pengolahan S,'npah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumatr
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan



Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembanrgunan,
PeneHtian dan
Pengembangan
Daerah

e) Pemrosesan akhir Sarrpah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

6) Pen;rusunan dan k4li ulang
prosedur operasioaal standar
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,
meliputi:



a) Pernilahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah.Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariqrisata"
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kanrasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Pengumpulan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenirs Sa'nFah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan



a) Pemilahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
garnFah Rumah Tangga

Dokumen 1 Dinas
Linglungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badarr
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Pengumpulan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan



Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

c) Penganglcutan Sampah
Rumah Tangga dan SarrrFah
Sejecis Sa'npah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penettian dan
Pengembangan
Daerah

d) Pengolahan
Rumah Tangga dan Sa-pah
Sejenis garnFah Rumah
Tangga

Dokumen I Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan



Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

e) Pemrosesan akhir Sampatr
Rumatr Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

7) Menetapkan sistem
pemantauan dan evaluasi
kegiatan penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga, meliputi:



Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

c) Pengangkutan Sarnpah
Ru rnah Tangga dan Sampah
Sejenis Sarnpah Rumatr
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian darr
Pengembangan
Daerah

d) Pengolahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
UsahaMikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
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dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

e) Pemrosesan 
"L1;3 

$ampah
RumahTanggadan Sampah
Sejenis Sampah Rumah
Tangga

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
U Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b. Penguatan
koordinasi dan
kerja sama
antara
Pemerintah
Daerah dengan

1) Penyusunan keputusan
bereama mengenai koordinasi
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
dalarn:



Pemerintatr
Desa

a) Penyediaanlahan Dokumen 4 4 4 4 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

b) Anggaranpenanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang meliputi
pemilahan, pengumFulan,
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

Pemerintah Kota Batu DPRD Kota Batu

c) Teknologi penanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Samp* Sejenis $arnpah
Rumah Tangga yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Usaha Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata,
Dinas
Kesehatan,
Dinas



Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,
Dinas
Pendidikan,
Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

2) Pembangunandan
revitalisasi TPA kabupaten/
kota

Unit 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan,

c. Penguatan
komitmen
lembaga
eksekutif dan
legislatif di
daerah dalam
penyediaan
anggaran
penangan€u1

Sampah Rumatr
Tangga dan
Sampatr Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

Penguatan komunikasi
eksekutif dan legislatif dalam
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga di
pusat dan daerah serta
pelaksanaan forum
komunikasi pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sa-F*
Rumah Tangga di tingkat
daerah

Pertemuan/
tahun

2 2 2 2 Dinas
Lingkungan
Hidup

DPRD Kota Batu

d. Peningkatan
kapasitas
kepemimpin an,
kelembaga- an,
dan sumber
daya manusia

1) Pelaksanaan training of
trainer pr:anganan Sampah
RumahTangga dan Sampah
Sejenis Satrtpah Rumah
Tangga yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,



pen€ulganan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga

pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir di :

a) Pemerintah Kelurahan /
Desa

Kelurahan / Desa 6 6 6 6 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Desa/Kelurahan

b) Rw RW 50 50 50 50 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Desa/Kelurahan

e.

Pembentukan
sistem informasi

Pengembangan jejaring daerah
data dasar sistem
pengangkutan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga,
pengolahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampall Sejenis
Sampah Rumah Tangga, dan
operasionalisasi TPA yang
diintegrasikan dengan SILH di
Desa / Kelurahan

Desa /
Kelurahan

8 8 8 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informasi,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

f. Penguatan
keterlibatan
masyarakat
melalui KIE

1) Peningkatan penanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

Desa / Kelurahan 8 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

2) Pelaksanaan pemilahan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga di masyarakat

Desa / Kelurahan 8 8 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

3) Pengembangan model
pemilahan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
melalui :



a) Pembentukan unit bank
sampah di masyarakat

Unit lo 10 10 10 10 10 10 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Desa/Kelurahan

b) Kawasan (TPS 3R) Unit 4 4 + 4 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukiman
dan Pertanahan

4) Peningkatan kemauan
membayar (willingncss to pag)
masyarakat untuk membayar
jo=a l,ayanan pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
RumahTangga

Desa / Kelurahan 8 8 I 8 Dinas
Lingkungan
Hidup

Badan
Keuangan
Daerah

g. Penerapan
dan
pengembangan
skema investasi,
operasional, dan
pemeliharaan

1) Peningkatan peran dunia
usaha melalui tanggung jawab
sosial dan lingkungan untuk
peiranganan Sampah Rumah
Tangga dan Samplah Sejenis
Sampah RumahTangga

Pelaku Usaha 1 1 I 1 1 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas Koperasi,
Us$a Mikro
dan
Perdagangan,
Dinas
Pariwisata

h. Penguatan
penegakan
hukum

1) Peningkatan kapasitas
aparat penegak hukum dalam
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga antara
lain Penyidik Pegawai Negeri
Sipil, Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup, Satuan
Polisi Pamong Praja, jaksa,
polisi, pegawai pada Dinas
Perhubungan di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota,
mulai dari pengangkutan,
pengol,ahan, dan pemrosesan
akhir

orang I 1 I 1 1 I Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Perhubungan,
Polri,
Kejaksaaan,
Satuan Polisi
Pamong Praja



i. Penguatan
keterlibatan
dunia usaha
dalam
penanganan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga
melalui
kemitraan
dengan
Pemerintah
Daerah

Pengintegrasian penguru san
izin penanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis gamFah Rumah
Tangga ke dalam lembaga
perizinan terpadu satu pintu
yang meliputi kegiatan
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan,
pengolahan, dan pemrosesan
akhir di seluruh kabupaten/
kota

Pelaku Usaha 1 1 I 1 Dinas
Penanaman
Modal
Perijinan
Terpadu
Satu Pintu
dan Tenaga
Kerja Kota
Batu

Dinas
Lingkungan
Hidup

j. Penerapan
teknologi
perranganan
Sampah Rumah
Tangga dan
Sampah Sejenis
Sampah Rumah
Tangga yang
ramah
lingkungan dan
tepat guna

1) Pelaksanaan diseminasi
informasi teknologi
penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga yang
tepat guna yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,
dan pemrosesan akhir

Desa/Kelurahan 6 6 6 6 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Komunikasi dan
Informatika,
Pemerintah
Desa/Kelurahan

2) Penerapan teknologi
pemil,ahan, pengumpulan,
pengoliahan, dan pemrosesan
akhir yang rr-ah lingkungan
menjadi energi terbarukan

Kota 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Dinas
Perumahan,
Kawasan
Permukimarr
dan Pertanahan

k. Penerapan
dan
pengembangan
sistem insentif
dan disinsentif
dalam

Penanganan
Sampah Rumah

1) Pembentukan mekanisme
dan sistem insentif dan
disinsentif untuk penanganan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga yang meliputi
pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan,

Dokumen 1 Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemerintah
Desa/Kelurahan



Tangga dan
Sa-Ffr Sejenis
Sampatr Rumatr
Tangga

dan pemrosesan akhir
2) Pembentukan dan
Ircncrapan sistem insentif
untuk p€nanganan Sampah
Rumah Tangga dan Sampatr
Sejenis gampah Rurnah
Tangga berbasis masyarakat.

Desa/Kelurahan 6 6 6 6 pinasl

tiryhtngEn
Hidup

Pemerintah
Desa/Keluratran

3) Pembentul€ndan
perrerapan sistem disinsentif
bagi kabupatenl kota yang
tidak melakukan penanganarr
Sampah Rumah Tangga darr
gern patr Sejenis Sampatr
Rumah Tangga berbasis
magrarakat.

Desa/Keluratran 6 6 6 6 Dfuras
l,ingkungan
Hidup

Pemerintatr
Desa/Keluratrarr
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan l,aporan
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan

PEI-AKSANAAN JAKSTRADA KOTA BATU TAHUN XXXX
A. Gambaran Kebijakan Pengurangan sampah Rumah ?angga dan sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga
a. Pembatasan Timbulax Snmpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga;
b. Pemanfaatan Kembali sampah Rumah rangga dan sampah sejenis

Sampah Rumah Tangga; dan/atau
c. Pendauran ulang sampah Rumah rangga dan sempah sejenis

Sampah Rumah Tangga.
B. Gambaran Kebifakan Penanganan sampah Rumah rangga dan sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga
a. PemiLahan;
b. Pengumpulan;
c. Pengangkutan;
d. Pengolahan; dan
e. Pemrosesan akhir

c. strategi Pelaksanaan Penanganan sampah Rumah rangga dan sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

D. strategi Pelaksanaan Pengurangan sampah Rumah rangga dan sampah
Sejenis $nmpah Rumah Tangga

PEMANTAUAN JAKSTRADA KOTA BATU TAHUN XXXX
A. Capaian pengur€rngan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

gampah Rumah Tangga
B. Capaian penanganan Sa-pfr Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga

PERMASALAI{AN DAN UPAYA PEMECAHAN MASAI.AH
A. Permasalahan Potensial
B. Upaya Pemecahan Masalah

V. PENUTUP
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IV

DEWAITTI RUMPOKO


